BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN PASURUAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah, dalam rangka melaksanakan tugas dan
fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-
undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, dapat
dibentuk lembaga lain yang merupakan bagian dari
Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung tugas Kepala
Daerah;

bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas
pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi
pada Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia
(KORPRI) Kabupaten Pasuruan, maka perlu dibentuk
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus
Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten
Pasuruan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daeah
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan
Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)
Kabupaten Pasuruan.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah
dengan undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4450);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4741);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun
2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan
Perundang-undangan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps
Pegawai Republik Indonesia;

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik
Indonesia;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah;



12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
(MENPAN) Nomor : PER/13/MPAN/V/2008 tentang
Eselonisasi Jabatan Struktural di lingkungan Sekretariat
Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia
Provinsi dan Kabupaten/Kota,;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA

KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI
REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

ok L

Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
Bupati adalah Bupati Kabupaten Pasuruan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.

Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat KORPRI adalah wadah untuk
menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan
perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa
dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat
demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan
bertanggung jawab.

Anggota KORPRI adalah Anggota KORPRI di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pasuruan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar KORPRI.
Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut
sebagai Dewan Pengurus KORPRI adalah Dewan Pengurus Korps Pegawai
Republik Indonesia Kabupaten Pasuruan.



8. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang
selanjutnya disebut Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretariat Dewan
Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Pasuruan.

9. Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Pasuruan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan bagian dari Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD), secara teknis operasional bertanggungjawab
kepada Dewan Pengurus KORPRI Daerah dan secara teknis administratif
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

(2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris.
Pasal 3

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas melakukan koordinasi
dan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada Dewan Pengurus
KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan
terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

Pasal 4

Sekretariat Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 menyelenggarakan fungsi :
a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;

b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan
rohani;

c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;

d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus
KORPRI; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan
Ketua Pengurus KORPRI.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Sekretariat Pengurus KORPRI terdiri atas :

a. Subbagian Umum dan Kerjasama;
b. Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan
c. Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
(2) Bagan Stuktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.



(3) Uraian tugas dan fungsi Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Pasal 6

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan
struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI ditetapkan Bupati
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III b.

(2) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan
jabatan struktural eselon IV b.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dan Kepala Sub Bagian wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik
dalam lingkungan masing-masing maupun antar tingkatan organisasi
KORPRI.

(2) Setiap pejabat struktural wajib mengawasi bawahannya masing-masing,
memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan
menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktu atau sewaktu-waktu
sesuai kebutuhan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan Pengurus
KORPRI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pelaksanaan pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI paling lambat 2
(dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan dengan
memperhatikan adanya kesiapan dan ketersediaan personil, sarana dan
prasarana serta pembiayaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 September 2015

BUPATI PASURUAN,
ttd.
M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 September 2015

SEKRETARIS DAERAH,
ttd.
AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2015 NOMOR 7



II.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN PASURUAN

UMUM

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai
pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum
lainnya, dapat dibentuk lembaga lain yang merupakan bagian dari perangkat
daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati.

Selanjutnya untuk optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian
dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus
KORPRI, dibutuhkan penanganan yang lebih komperhensif melalui
pengembangan organisasi secara proposional, dengan berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dan
Kabupaten/Kota.

Berdasarkan kedua hal tersebut di atas, maka perlu dibentuk
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai
Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Pasuruan, dengan susunan
organisasi sebagai berikut :

1. Subbagian Umum dan Kerjasama;
2. Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan
3. Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dipimpin oleh Sekretaris yang
secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Dewan Pengurus KORPRI dan secara teknis administratif kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI melaksanakan tugas
pokok pemberian dukungan teknis operasional dan layanan administrasi
terhadap Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Pasuruan

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan Perangkat
Daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan
dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian
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dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Dewan
Pengurus KORPRI Kabupaten Pasuruan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 3
Pertanggungjawaban Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten
Pasuruan secara teknis operasional kepada Ketua Dewan Pengurus
KORPRI dan secara administratif kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2015 NOMOR 283



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 7 TAHUN 2015
TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2015

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN PASURUAN

SEKRETARIAT
SUBBAGIAN UMUM SUBBAGIAN SUBBAGIAN USAHA,
DAN KERJASAMA OLAHRAGA, SENI BANTUAN HUKUM DAN
BUDAYA, MENTAL SOSIAL
DAN ROHANI

BUPATI PASURUAN,
ttd.

M. IRSYAD YUSUF



